
 

 
 

 
 

 
 

 
BUPATI KEPULAUAN MERANTI 

PROVINSI RIAU 

 
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI  

NOMOR         TAHUN 2023 
 

TENTANG 
  

PENCABUTAN PERATURAN BUPATI NOMOR 49 TAHUN 2021 TENTANG 

PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH 
DENGAN MENGGUNAKAN KARTU TANDA PENDUDUK BAGI MASYARAKAT 

KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI DAN PERATURAN BUPATI NOMOR 109 
TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEPULAUAN 

MERANTI NOMOR 49 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN TEKNIS 
PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH DENGAN MENGGUNAKAN 

KARTU TANDA PENDUDUK BAGI MASYARAKAT  

KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI KEPULAUAN MERANTI, 

 
Menimbang  :  a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, 
perlu penghentian program berobat gratis dengan 

menggunakan KTP yang ditanggung oleh Jaminan 
kesehatan Daerah (Jamkesda); 

 
    b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Pencabutan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2021 

tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Jaminan 

Kesehatan Daerah Dengan Menggunakan Kartu Tanda 

Penduduk Bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti 

dan Peraturan Bupati Nomor 109 Tahun 2022 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2021 

tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Jaminan 

Kesehatan Daerah Dengan Menggunakan Kartu Tanda 

Penduduk bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti; 

 

Mengingat :  1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

 



 

 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286); 

 

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem 

Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 
 

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang 

Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembara 

Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 

 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang 

Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi 

Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4968); 

 

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5063); 
 

7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana 

diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 

tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6573); 

 
 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6573); 

 



9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157); 

 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; 

                        MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN PERATURAN 

BUPATI NOMOR 49 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN 
TEKNIS PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH 

DENGAN MENGGUNAKAN KARTU TANDA PENDUDUK BAGI 
MASYARAKAT KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI DAN 

PERATURAN BUPATI NOMOR 109 TAHUN 2022 TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEPULAUAN 
MERANTI NOMOR 49 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN 

TEKNIS PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH 
DENGAN MENGGUNAKAN KARTU TANDA PENDUDUK BAGI 

MASYARAKAT KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI. 
 

  
Pasal 1 

 

Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis 

Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah dengan menggunakan Kartu 

Tanda Penduduk bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti (Berita  

Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021 Nomor 49) dan Peraturan 

Bupati Nomor 109 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati 

Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Jaminan 

Kesehatan Daerah dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk bagi 

masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti (Berita Daerah Kabupaten 

Kepulauan Meranti Tahun 2022 Nomor 109), dicabut dan nyatakan tidak 

berlaku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                            Pasal 2 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan 

Meranti. 

 

                             
Ditetapkan di Selatpanjang 

pada tanggal 

 

Plt.BUPATI KEPULAUAN MERANTI, 

 

 

 

 

                                                                               A S M A R 

 

 

 

Diundangkan di Selatpanjang 

pada tanggal 

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI, 

 

 

 

 

BAMBANG SUPRIANTO 

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2023 NOMOR 

 
 


